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ABSTRACT

Legalitas usaha dan produk pangan merupakan aspek penting dalam mendukung
keberlanjutan, keamanan produk, serta peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM). Namun, keterbatasan pengetahuan mengenai persyaratan
dan prosedur pengurusan legalitas masih menjadi hambatan. Pengabdian kepada
masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM pangan di
Desa Pasanggrahan akan pentingnya legalitas usaha serta tahapan pemenuhannya.
Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi, diskusi, dan pendampingan.
Materi mencakup pentingnya legalitas usaha dan produk pangan, persyaratan
administrasi, serta prosedur pengajuan legalitas yang relevan bagi UMKM pangan.
Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan tingkat pengetahuan peserta
sebelum dan setelah kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat
pengetahuan peserta meningkat hampir 3 kali lipat. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai
legalitas usaha dan produk pangan. Pendampingan secara berkelanjutan diperlukan
agar peningkatan pengetahuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemenuhan
dokumen legalitas sehingga dapat mendukung pengembangan dan daya saing
UMKM pangan di Desa Pasanggrahan.

Business and food product legality are important aspects of supporting
sustainability, product safety, and the competitiveness of Micro, Small, and
Medium Enterprises (MSMEs). However, limited knowledge of the requirements
and procedures for obtaining legal documentation remains a major obstacle. This
community service aimed to increase the knowledge of food MSME owners in
Pasanggrahan Village regarding the importance of business legality and the steps
required to fulfill the relevant legal requirements. The activity was conducted
through socialization, discussion, and mentoring. The materials covered the
importance of business and food product legality, administrative requirements,
and procedures for obtaining relevant legal documents for food MSMEs. The
activity was evaluated by comparing participants’ levels of knowledge before and
after the activity. The evaluation results showed that participants’ knowledge
increased by nearly threefold. These findings indicate that the community service
was effective in improving MSME owners’ understanding of business and food
product legality. Continuous mentoring is needed to ensure that this increased
knowledge is followed by the completion of the required legal documentation,
thereby supporting the development and competitiveness of food MSMEs in
Pasanggrahan Village.

This is an open access article under the CC—BY-SA license.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian
Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengembangan
aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pengembangan usaha mikro dan kecil masih
menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, kualitas sumber daya manusia
dan manajemen, serta lemahnya aspek legalitas usaha (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan produksi
dan pemasaran, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan UMKM karena
memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penyelenggaraan
perizinan berusaha di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur perizinan berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha dan penyelenggaraannya melalui sistem Online Single Submission (OSS)
(Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Bagi UMKM pangan, aspek legalitas tidak hanya berkaitan
dengan perizinan usaha, tetapi juga dapat mencakup legalitas produk seperti SPP-IRT sesuai
karakteristik produk dan sertifikasi halal. Jaminan Produk Halal di Indonesia antara lain diatur melalui
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan, dengan ketentuan
pelaksanaannya saat ini juga diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 (Pemerintah Republik Indonesia,
2014, 2024).

Meskipun regulasi dan sistem perizinan telah tersedia, pemenuhan legalitas masih menjadi
tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Keterbatasan literasi regulasi, kemampuan administratif, dan
pemahaman mengenai prosedur pengurusan dapat menyebabkan pelaku usaha belum mampu memenuhi
legalitas secara mandiri. Kaplele et al. (2026) melaporkan bahwa rendahnya literasi hukum dan persepsi
bahwa proses legalitas merupakan proses yang rumit menjadi faktor penghambat pemenuhan NIB,
PIRT, dan sertifikasi halal pada UMKM. Hal serupa dikemukakan Gentari et al. (2026), yang
menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman regulasi dan kapasitas administratif menjadi kendala
dalam formalisasi usaha. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat praktis
dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman, kesiapan administratif, dan realisasi formalitas usaha.

Pendampingan menjadi penting karena penyampaian informasi melalui sosialisasi saja belum
tentu cukup untuk mengatasi kendala administratif dan teknis yang dihadapi pelaku UMKM. Pendekatan
yang mengombinasikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dilaporkan
dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas bagi kredibilitas usaha dan
akses terhadap program pemberdayaan ekonomi (Wahyuni et al., 2026). Selain itu, model pendampingan
legalitas secara berjenjang pada NIB, PIRT/SPP-IRT, dan sertifikasi halal juga dapat mendorong capaian
konkret dalam proses pemenuhan legalitas UMKM (Anwar et al., 2026). Oleh karena itu, kegiatan
pendampingan yang aplikatif diperlukan agar pengetahuan mengenai legalitas dapat ditindaklanjuti
dalam proses pemenuhan persyaratan usaha.

Permasalahan serupa dijumpai pada pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan, yaitu masih
terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas, jenis legalitas yang diperlukan, persyaratan
administrasi, serta prosedur pengurusannya. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam
pengembangan usaha, khususnya ketika pelaku UMKM ingin memperluas pemasaran atau mengikuti
program pembinaan yang memerlukan kelengkapan legalitas. Berdasarkan permasalahan tersebut,
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan legalitas
usaha bagi UMKM pangan di Desa Pasanggrahan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan produk pangan, jenis
dokumen yang diperlukan, serta prosedur pemenuhannya. Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui
pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui
pendekatan partisipatif dan pendampingan yang diawali dengan identifikasi permasalahan dan analisis
kebutuhan pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan melalui observasi, wawancara, dan diskusi.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim PKM menyusun materi sosialisasi mengenai pentingnya
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legalitas usaha dan produk pangan, jenis-jenis legalitas yang diperlukan, persyaratan administrasi, serta
tahapan pengurusannya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan dengan
metode ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta konsultasi langsung sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan masing-masing UMKM. Sebelum kegiatan, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui
tingkat pengetahuan awal mengenai legalitas usaha dan produk pangan, sedangkan post-test diberikan
setelah kegiatan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta. Selanjutnya, dilakukan pendampingan
dalam identifikasi kebutuhan dan penyiapan dokumen legalitas agar peserta dapat
mengimplementasikan materi yang telah diberikan. Tahap akhir kegiatan berupa evaluasi dengan
membandingkan hasil pre-test dan post-test secara deskriptif untuk mengetahui efektivitas kegiatan
sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai legalitas
usaha dan produk pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai penguatan UMKM pangan melalui
sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha dilaksanakan bagi pelaku UMKM di Desa Pasanggrahan
dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan produk pangan serta
meningkatkan kesiapan peserta dalam mengurus atau melengkapi dokumen legalitas usahanya.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, meliputi pembukaan, pre-test, pemaparan materi, post-
test, penutupan, dan foto bersama.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan serta rangkaian kegiatan kepada
peserta. Pada tahap awal juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas dalam pengembangan
UMKM pangan. Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi
juga memberikan kepastian hukum dan dapat mendukung peningkatan kredibilitas serta pengembangan
usaha. Kaplele et al. (2026) menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum serta persepsi bahwa proses
legalitas usaha rumit merupakan salah satu faktor yang menghambat UMKM dalam memenuhi legalitas
seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Oleh karena itu, edukasi yang diikuti dengan pendampingan
diperlukan agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui pentingnya legalitas, tetapi juga memahami
prosedur pemenuhannya.

Sebelum pemaparan materi, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal
mengenai legalitas usaha. Evaluasi terdiri atas sepuluh indikator yang mencakup pentingnya dan
manfaat legalitas usaha, pentingnya izin usaha, jenis legalitas UMKM, prosedur legalitas, manfaat
legalitas terhadap kepercayaan konsumen serta akses modal dan kemitraan, dokumen legalitas, layanan
pendampingan, dan kesiapan mengurus atau melengkapi legalitas usaha. Hasil pre-test menunjukkan
bahwa rata-rata tingkat pemahaman awal peserta sebesar 45,25%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
sebelum kegiatan masih terdapat kesenjangan pengetahuan peserta, terutama pada aspek teknis terkait
prosedur dan dokumen legalitas.
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Gémbar 2. Pelaksanaan Pre-test

Hasil pre-test memperlihatkan bahwa pengetahuan awal tertinggi terdapat pada indikator
pentingnya izin usaha dan kesiapan mengurus atau melengkapi legalitas usaha, masing-masing sebesar
65%. Sementara itu, pemahaman terendah terdapat pada prosedur legalitas usaha dan dokumen legalitas
usaha, masing-masing hanya sebesar 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian peserta pada
dasarnya telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya legalitas dan menunjukkan kesiapan untuk
mengurusnya, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana proses pengurusan dilakukan dan
dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Temuan tersebut relevan dengan hasil kegiatan legalisasi
UMKM lainnya yang menunjukkan bahwa minimnya pemahaman mengenai prosedur perizinan serta
kendala teknis dalam pendaftaran daring merupakan permasalahan yang masih banyak dihadapi pelaku
usaha mikro dan kecil.

Setelah pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai legalitas usaha dan
produk pangan. Materi meliputi pentingnya legalitas bagi UMKM, manfaat legalitas, jenis legalitas yang
relevan bagi usaha pangan, persyaratan dan dokumen yang harus dipersiapkan, serta prosedur
pengurusannya. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab.
Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi terkait legalitas usaha
sehingga pembahasan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata usaha peserta. Pendekatan interaktif
tersebut penting karena pendampingan legalitas yang mengombinasikan sosialisasi, diskusi, dan
pendampingan teknis dilaporkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam
mengurus legalitasnya (Kaplele et al., 2026).

Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti post-test menggunakan indikator yang sama
dengan pre-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator yang diukur.
Rata-rata tingkat pemahaman meningkat dari 45,25% pada pre-test menjadi 93,00% pada post-test,
sehingga terdapat peningkatan sebesar 47,75 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan
adanya perubahan pengetahuan peserta setelah memperoleh materi sosialisasi dan pendampingan
mengenai legalitas usaha.
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Peningkatan paling besar terjadi pada indikator dokumen legalitas usaha, yaitu dari 20% menjadi
90% atau meningkat sebesar 70 poin persentase. Peningkatan berikutnya terdapat pada pemahaman
mengenai layanan pendampingan legalitas, dari 27,5% menjadi 95% atau meningkat 67,5 poin
persentase, serta prosedur legalitas usaha, dari 20% menjadi 82,5% atau meningkat 62,5 poin persentase.
Ketiga indikator tersebut merupakan aspek yang pada awal kegiatan memiliki tingkat pemahaman relatif
rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa materi yang bersifat praktis, khususnya mengenai dokumen,
prosedur, dan akses terhadap layanan pendampingan, merupakan bagian penting dalam kegiatan edukasi
legalitas bagi UMKM.

Hasil kegiatan ini konsisten dengan beberapa program pengabdian serupa. Kurniasari et al.
(2026), misalnya, melaporkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta mengenai sertifikasi dan
legalitas UMKM dari 37,5% menjadi 73,8% setelah penyuluhan dan pendampingan. Selain peningkatan
pengetahuan, kegiatan tersebut menghasilkan capaian berupa penerbitan NIB dan pengajuan sertifikasi
halal serta PIRT pada sejumlah UMKM. Demikian pula, kegiatan edukasi berbasis pendampingan pada
UMKM di Karangrejo dilaporkan meningkatkan pemahaman mengenai legalitas usaha dan sertifikasi
halal serta mendorong sejumlah pelaku UMKM untuk mulai mengurus NIB dan sertifikasi halal (Syifa
et al., 2025).
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Gambar 4. Perbandingan Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Setelah Sosialisasi dan
Pendampingan Legalitas Usaha.

Peningkatan pengetahuan juga diikuti dengan tingginya kesiapan peserta untuk melakukan tindak
lanjut. Indikator kesiapan mengurus atau melengkapi legalitas usaha meningkat dari 65% menjadi
97,5%. Hal tersebut penting karena tujuan kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi
diharapkan dapat mendorong pelakn UMKM untuk melakukan tindakan nyata dalam memenuhi
legalitas usahanya. Anwar et al. (2026) menunjukkan bahwa model pendampingan legalitas secara
berjenjang dapat menghasilkan capaian konkret berupa UMKM yang mulai mengajukan NIB,
memperoleh PIRT, dan melanjutkan proses sertifikasi halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
sosialisasi perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis agar peningkatan pengetahuan dapat
dikonversi menjadi kepemilikan dokumen legalitas.

Hasil post-test yang tinggi pada indikator manfaat legalitas juga menunjukkan meningkatnya
pemahaman peserta mengenai nilai strategis legalitas bagi pengembangan usaha. Pemahaman mengenai
manfaat legalitas terhadap kepercayaan konsumen meningkat dari 52,5% menjadi 92,5%, sedangkan
pemahaman mengenai manfaat legalitas terhadap akses modal dan kemitraan meningkat dari 47,5%
menjadi 92,5%. Legalitas usaha dan produk pangan memang memiliki relevansi dengan kredibilitas dan
pengembangan UMKM. Pendampingan legalitas terpadu pada UMKM pangan di Desa Pancuranmas,
misalnya, dilaporkan membantu mengurangi kesenjangan legalitas sekaligus mendukung akses terhadap
program pembinaan dan pasar yang mensyaratkan legalitas (Bakhri et al., 2026).

Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan penutupan dan foto bersama antara tim PKM dan
peserta. Pada tahap penutupan dilakukan penguatan kembali mengenai pentingnya tindak lanjut setelah
kegiatan, khususnya dalam menyiapkan persyaratan serta mengurus legalitas yang sesuai dengan
karakteristik usaha dan produk pangan masing-masing. Dokumentasi foto bersama dilakukan sebagai
bagian dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
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Secara keseluruhan, peningkatan rata-rata pemahaman dari 45,25% menjadi 93,00%
menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan memberikan hasil positif terhadap
pengetahuan pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan mengenai legalitas usaha. Meskipun
demikian, hasil pre-test dan post-test terutama menggambarkan perubahan pengetahuan dan kesiapan
peserta, sehingga belum dapat digunakan sebagai indikator langsung keberhasilan pemenuhan legalitas.
Tahap selanjutnya perlu diarahkan pada pendampingan teknis dan monitoring sampai peserta mampu
melengkapi persyaratan dan memperoleh dokumen legalitas yang diperlukan. Pendekatan berkelanjutan
tersebut sejalan dengan temuan berbagai program pendampingan UMKM yang menunjukkan bahwa
edukasi yang diikuti pendampingan praktis dapat mendorong proses formalisasi dan pemenuhan
legalitas usaha.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha
mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan
mengenai pentingnya legalitas, jenis dan dokumen legalitas, prosedur pengurusan, serta manfaat
legalitas bagi pengembangan usaha. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman
peserta meningkat dari 45,25% pada pre-test menjadi 93,00% pada post-test atau meningkat sebesar
47,75 poin persentase, dengan peningkatan terbesar pada pemahaman mengenai dokumen legalitas
usaha. Selain itu, kesiapan peserta untuk mengurus atau melengkapi legalitas usaha meningkat dari 65%
menjadi 97,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai pendampingan dapat
menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesiapan pelaku UMKM terhadap
pemenuhan legalitas usaha. Selanjutnya, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar
peningkatan pengetahuan dan kesiapan tersebut dapat diwujudkan menjadi kepemilikan dokumen
legalitas usaha dan produk pangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing UMKM.
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